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LEMBARAN DAERAH

- KOTA METRO

Tahun 20060 Beri B Nomor 5

PERATURAN DAERAH KOTA METRO

NOMOR 12 TAHUN 2000

TENTANG

RETRIBUSI TEMPAT PARKIR KHUSUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

: Menimbang:

WALIROTA METRO,

a. bhahwa dengan telah terbr:ritukn}'a Kota Metro

sebagai Dacrah Gtonom dalam Penvelengearaan
Otonomt  [Daerah  perlu mengamr  pungutan
Daerah sebagai sumber Pendapatan Ash Daerah
yvang merupakan salah  satu  Penunjang
Pembangunan Daerah;

bahwa untuk mepertibkan dan mengefektifkan
penggunaan lahan parkir di Kota Metro perlu
adanya langkah-langkah Pembinaan vang
meliputi  pengaturan,  pengendalian  dan
DEMERWISHTL

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a dan b serma sesual dengan
Pasal &7 avat (2) Undang-undang Nomor 22
Tahun 1999 dipandang perlu membentuk
Peraturan Dacrah  tentanz Retribust Tempat
Parkir Khusus;
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Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang
Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomeor
49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun
1981 Nomer 76, Tambahan Lebaran Negara
Nomaor 3209);

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang
Lalu Lmtas dan Anghutan Jalan (Lembaran
Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3480);

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan,
Kabupaten Dati . Il Lampung Timur dan
Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara
Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran
Nepara Namar 3825);

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Dacrah (Lembaran Nepara Tahun
1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3839}

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang
Perimbangan Kecuangan antara Pemerintah
Pusat dan Daerzh (Lembaran Negara Tahun
1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara
MNomor 3848);
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Peraturan Pemerintahan Nomor 27 Tahun 1983
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
{Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990
tentang  Penyerahan  Sebagian  Urusan
Pemenntah dibidang Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor
26, Tambahan l.embaran Negara Nomaor 3410,

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1997
tentang  Prasarana dan Talu Lintas Jalan
(Lembaran Negara Tahun 1993, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3529);

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000
tentang  kewenangan  Pemerintah  dan
Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom
{(Lembaga Negara Tahun 2000 no. 54
Tambahan Lembaran Negara No. 3952),

Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999
Tentang  tehnik  Penyusuman  Peraturan
Perundang-ndanpan Dan Bentuk Rancangan
Undang-Undang, Rancangan Peraturan
Femerintah  Dan’ Rancangan Keputusan
Presiden:

 Peraturan Memtaii Dalam Neperi Nomor 4

Tahun 1997 tentang Penvidik Pepawai Negen
Sipl di Lingkungan Pemerintah Daerah:
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" 13, Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.04
PW.07.03 Tahun 1984 tentang wewenang
Penyidik Pegawai Negri Sipil;

14. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 63
Tahun 1993 tentang TFasilitas Pendukung
Kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Darat;

15. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 15
Tahun 1996 tentang Penyempurnaan Kepufusan
Mentent Perhubungan Nomor 68 Tahun 1993
tentang Penvelenggaraan Angkutan orang di
Jalan dengan Kendaraan Umum;

Dengan persetujuan

& i DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA METRO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KOTA  METRQ
TENTANG RETRIBUS! TEMPAT PARKIR

EHUSUS.
BAB1
KETENTUAN UMUM
Pasal |

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud
dengan :

'_1"

a. Daerah adalah Daer%zh Kota Metro.
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Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat
Daerah Otonom yang lainsebagai Badan Eksekutif Daerah .

DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro.

Kepala Daerah adalah Walikota Metro.

Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang
Retribusi  Dacrah sesuai dengan Peraturan Perundang-
undangan Daerah vang berlaku.

Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi
perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnva,
Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan
bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi,
Koperasi, Yavasan atau Organisasi yang sgjenisnya,
Lembaga, dana Pensiun, Bentuk Usaha tetap serta bentuk
usaha lainnya.

Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan
bermaotor yang bersifat sementara.

Tempat Khusus Parkir adalah tempat yang secara khusus
discdiakan dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah yang
meliputi Pelataran/Lingkungan parkir, Taman Parkir dan
Gedung Parkir,

Kendaraan Bermotor adalah kendaraan vang digerakan oleh
Peralatan tehnik yang berada pada kendaraan ifu, termasuk
kendaraan gandengan atau kereta tempelan yang dirangkaikan
dengan Kendaraan Bermotor.
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J. Retnbusi jasa usaha adalah Retribusi atas jasa vang disediakan
oleh Pemenntah Dacrah dengan menganut Prinsip-prinsip
komersial karena pada dasarmya dapat pula disediakan olch
sektor swasta.

k. Retribusi Tempat Parkir Khusus vang selanjutiva  disebut
Rerwibusi adalah Pembayaran atas pelayanan penyediaan
tempat parkir yang khusus disediakan, dimiliki dan atau
dikelola oleh Pemerinah Derah  tidak  termasuk  vang
disediakan dan dikelola oleh Perusahaan Daersh dan Pihak
Swasta.

L. Wayib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut
peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan umuk
melakukan pembavaran Retribusi.

m. Masa Retribusi adalab suatu jangka wakiu tertenty, yang
merupakan  batas  waktu bagi  wajib  Retrbusi  untuk
memanlaatkan tempat Khusus Parkir. -

n. Surat Pendaftaren Objek Retribusi Daerah, yang selanjuinya
dapat disingkat SPDROR.adalah surat vang disunakan oleh
wajih Retribusi, untuk melaporkan data objek Retribusi dan
wajib Retribusi sebagai dasar Perhitungan dan pembavaran
Retribusi  vang terutang menurut Peraturan Perundang-
undangan Retribusi Dazrah.

0. Surat Keterangan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat
disingkat SKRD, adalah surat Keputusan yang mencntukan
besarnya jumlah Retribusi vang terutang,

« " p. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan,
yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT,adalah Surat
Keputusan yang menctukan Tambahan atas jumlah Retribusi
vang telah ditetapkan.
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= g Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bavar, yang
selanjutnya dapat disingkat SKRDLB, adalah surat Keputusan
yang menentukan tambahan atas jumlah Rewibusi yang
terutang atau tidak seharusnya terhutang.

r. Surat Tagthan Retnibusi Daerah, yang selanjutnva disingkat
STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan
atau saksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

5. Surat kKeputusan Keberalan adalah surat Keputusan atas
Keberatan terhadap SKRD,SKRDKBT dan SKRDLB yang
diajukan oleh wajib Retribusi.

t. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencarn,
mengumpul dan mengelolaan data atau keterangan lainnya
dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban
Retribusi Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan
Retribust Dacrah.

u. Penyidikan tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah adalah
serangkaian tindakan vang dilakukan oleh Penyidik Pegawai
Negri Sipil vang selanjutnya dapat discbut Penyidik, untuk
mencari serta mengumpulkan bukt yang dengan bukt 1t
membuat tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah yang
terjadi serta menemukan tersangka. '

v. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kota Metro,
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BAB I
NAMA, OBJEK DAN SURJ EK RETRIBUSI
& Pasal 2

Dengan nama Retribusi Tempat Parkir Khusus dipungut Retribusi
sebagai Pembavaran atas Pelayanan penyediaan lempat Parkir vang
secara Khusus disediakan oleh Pemerintak Daerah.

Pasal 3

(1) Objek Retribusi adalah Pelayanan Penvediaan tempat Khusus
Parkar yang meliput; -
< a.  Pelataran Lingkungan Parkir.
b.  Taman Parkir,
¢.  Gedung Parkir,

(2} Tidak termasuk Objek Retribusi adalah Tempat Parkir Khusys
yang dimiliki dan atau dikelola oleh Perusahaan Daerah atar
pihak Swasta,

Pasal 4

Subjek  Retribusi  adalah orang Probadt atau Badan vany
. memanfaztkan Tempat Parkir Khusus, i
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3 BAB ITI
22 GOLONGAN RE[RIBUSI
’ Pasal 5

Retribusi Tempat Parkir Khusus digolongkan scbagai Retribusi
Jasa Usaha,

BAB IV
PENYELENGGARAAN TEMPAT PARKIR KHUSUS
Pasal 6

{1) Penyelenggaraan Tempat Parkir Khusus dapat dilakukan oleh
Pemerintah Daerah atau Swasta.

(2} Dalam Pelaksanaannya secara Oprasional, Penyelengoaraan
Tempat Parkir Khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah.

(3) Untuk  menyelenggarakan Tempat Parkir Khusus Swasta
sebagaimana dimaksud dalam avat (1) harus memilii lzin,

(4) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (2}, diberikan oleh
Kepala Daerah dan Sewalktu-waktu dapat dicabut apabila
Penyelenggaraan Tempat Parkir Khusus tidak memenub;
ketentuan-ketentuan  Tehnis dan  administrasi vang telah
ditetapkan oleh Kepala Daerah.

- (3} Tata Cara memperoleh lzin sebagaimana dimaksud dalam ayat
(3). diatur lebib lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah tanpa
dipungut Biaya.
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Pasal 7
Pengelolaan Parkir milik Swasta dapat dilakukan sendiri oleh Pihak
Swasta atau dapat pula diserahkan kepada Pemerintah Daerah
dengan Cara bagt hasil Pengelolaannya sesuai Kescpakatan antara
Pemenmah Daerah dengan Pihak Swasta.
BAB YV
CARA MENGUKUR TINGKAT PEN GGUNAAN JASA
Pasal 8

Tingkat Pengunaan Jasa diukur berdasarkan Frekuensi dan langka
waktu pengounaan Te mpat Parkir Khusus,

BAB VI

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PE NETAPAN
STUKTUR BESARNYA TARIF

Pazal ¢

Prinsip dan sasaran dalam penctapan struktur dan besarnva tarif
retribust didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan
vang lavak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh
pengusaha sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi
pada harga pasar,
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BAB Vi1
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBLIS]
Pasal 10

(1} Tarif retribusi digolongkan berdasarkan Jenis tempat Parkir
yang disediakan dan jenis kendaraan bermaotor,

(2) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan tarif Pasar yang berlaky
di wilavah Daerah,

{3) Dalam hal tanif pasar yang bertaku sulit di tentukan, meka tarif
ditetapkan sebagai jumiah pembayaran persatuan unit

Pelavanan/jasa, yang inerupakan jumlah unsur-unsur tarif vang
melput ;

i & Unsur biaya per-satuan penyediaan jasa;
0. Unsur keuntungan yang dikehendaki persatuan Jasa,
(4) Biava sebagaimana dimaksud pada avat (3) huruf a meli puti ;
a. Biaya operasional langsung yang meliputi biaya belanja
Pegawai termasuk Pegawai tidak tetap, belanja barang,
belanja pemeliharaan, sewa tanah dan bangunan, biaya

histrik, dan semua butya rutin/periodik lainnya vang
berkaitan langsung dengan penvediaan jasa:

b. Biaya tidak langsung yang meli puti Liaya administrasi
= umum, dan biaya lainnya yang mendukung penyediaan jasa:
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¢. Biaya modal, yang berkaitan dengan tersedianva aktiva
tetap dan aktiva lainnya yang berjangka menengah dan
panjang, yang meliputi ansuran dan bunga pinjaman, nilaj
sewa tanah dan bangunan, dan penyusutan aset;

d. Biava-biaya lainnya vang berhubungan dengan penyediaan
Jasa, sepetti bunga atas pinjaman jangka Pendek:

(5) Keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b
ditetapkan dalam Persentase tertentu dari total biaya
sebagaimana dimaksud pada avat (4) dan dari modal.

(6) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), (2} dan (3) ditetapkan sebagai berikut :

A.Parkir Harian/Sementara ;

JENIS ! |
KENDARAAN | TARIF ‘
|
|

BERMOTOR
- Sedan, Jeep, Mini Bus
dan sejenisnya.

| Rp. 500.-/ Sckali Parkir,

- Bus, Tnikdan Alst | Rp, 1.000.- / Sekali Parkir.

Berat lainnya .

- Sepeda Motor. I Rp. 300.- / Sekali Parkir.
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5 B.Parkir Bulanan/T efap :

9 CJENIS i
| KENDARAAN TARIF
. | BERMOTOR

Sedan, Jeep, Mini Bus _|_Rpr_ IFD[EJ_buE_

i e
| dan sejenisnya. ]
{

- Bus, Truk dan Ala Rp. 30.000.- / bylan
i: Berat lainnva |
(- Sepeda Motor. | Rp.  7.500.- / bulan,
R s o o]
. (7} Pthak swasta yang telah memperoleh izin menyelengearakan
. fasilitas khusus Parkir sebagaimana dimaksud Pasal 6 avat (2)

Peraturan Daerah ini, dapat memungut biaya terhadap
penggunaan Pasilitas Parkir yang diusahakan,

(%) Besarnya tarif vang dipungut disesuaikan dengan tarif Retribusi
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Peraturan Daergh 1T

(%) Hasil Pungutan Retribus; yang dikelola oleh Pemerintah Daerah
merupakan Penerimaan Dacrah dan disetorkan sepenthmva ke
Kas Dacrah melaui Bank yang ditanjuk, T
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BAR Vi
WILAYAH PEMINGUTAN
Pasal 11

Retribusi vang terutang dipungut di wilayah Derah tempat
Pelayanan Parkir diberikan.

BAB IX
. MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG
: Pasal |2
- Masa Retribusi Tempat Parkir Khusus di Gedung adalah jangka
waktu lamanya 2 (dua) jam atay ditetapkan lain olch Kepala
Dearah.

Pasal 13

Saat Retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannva SKRD.

BAB X
SURAT PENDAFTARAN

Pasal 14

=

W (1} Wajib Retribusi wajib mengisi SPDORD.
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(2) SPDORD schagaimana dimalksy
3 dengan jelas, benar dan lengka
2 retribusi atau kuasanya,

d pada ayat (1) harus diisj
p serta ditandatangani oleh wajib

(3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPDORD

sebagaimana dimaksud pada ayat (1} ditetapkan oleh Kepala
Daerah.

BAB XI
PENETAPAN RETRIBUS!
Paszal 15

{1} Berdasarkan SPDORD scbagaimana dimaksud pada Pasal 14

ayat (1) ditetapkan Retribusi tethutang dengan menertibkan
SKRD.

{(2) Bentuk, isi, dan tatacara penerbitan SKRD  sebagaimana
dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB X1
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 16
(1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.

(2} Retribusi dipungut den gan menggunakan SKRD,
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BAD XIII
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 17
Dalam hal wanb Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya
atau kurang membavar, dikenakan sanksi administrasi berupa
bunga scbesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari Retribusi vang
terutang atau kurang dibayar dan ditagih denpan menggunakan
STRD.
BAB X1V
TATA CARA PEMBAYARAN
: Pasal 18

(1) Pembayaran Retnbusi yang terutang harus dilunasi sekaligus
dimuka.

(2) Untuk Retnbusi yang terutang berdasarkan jangka wakitu
pemakaian, pembayaran Reiribusi  dilakukan  setelah
berakhirnya jangka waktu pemakaian.

(3} Retribusi yang terutang dilunasi pada saat diterbitkannya
SKRD.

{4) Tata cara Pembayaran, Penyetoran tempat pembayaran retribusi
diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.
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(5) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebelum
ditetapkan terlebih dahulu dimusyawarabkan dan disetujur
DPRD.

. Pasal 19

(1) Rancangan Kecputusan Kepala Daerah mengenail tata cara
Pembavaran, sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (5) harus
disampaikan kepada DPRD selambat-lambatnya 1 (satu) bulan
setelah Peraturan Dacrah ini diundangkan.

(2) Batas waktu pembahasan sampai dengan persetujuan DPRD
adalah 2 {(dua) bulan sejak Rancangan Keputusan Kepala
Daerah ini disampaikan.

{3} Apabila sampal batas waktu sebagaimana dimaksud ayat (2)
belum ada Keputusan dari DPRD maka Rancangan Keputusan
¥ dimaksud di anggap disetujui disetujut oleh DPRD.

BAB XV
TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 20
{1) Pengeluaran Surat teguran/Penngatan/surat lain yang sejenis
sebazal awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi
dikeluarkan segera setelah 7 (fujuh) hari scjak jatuh tempo
pembayaran.
(2) Dalam Jangka Waktu 7 (tuyjuh) han sctelah tanggal surat

teguran/peningatan/surat lain yang sejenis wajib retribusi harus
melunast Retribusinya yvang terutang,
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_ (3} Surat lepuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan
w * pleh pejabat yang ditunjuk.

BAB XVI
KEBERATAN
Pasal 21

{1} Wajib Retribust dapﬁt mengajukan keberatan hanya kepada
Kepala Daerah atau Pejabat yang di tunjuk atas SKRD.

(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia
dengan disertai alasan-alasan yang jelas.

(3 Dalam hal wajib Retribust mengajukan keberatan atas
Ketetapan Retribusi, wajib Retribusi harus dapat membuktikan

Letidakbenaran ketetapan Retribusi tersebut.

(4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2
(dug) bulan sejak tanggel SKRD.

(5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sehagai surat
keberatan, sehingga tidak diperfimbangkan,

(6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar
Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.
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Pasal 22

{1} Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam} bulan
sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi
. keputusan atas keberatan yang diajukan,

(2} Keputusan Kepala Dearah atas Keberatan dapat berupa
menerima selunth atau sebagian, menolak atau menambah
besarnya Retribusi yang terutang.

{3} Apabila jangka waktu sehagaimana dimaksud pada ayat (1)
telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu
Keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dapat dikabulkan.

BAB XVII
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

% Pasal 23

{1) Atas kelebthan Pembayaran Retribusi , Wajib Retribusi dapat
mengajukan Permohonan Pengembalian Kepada Kepala
Daeral

(2) Kepala Daerah dalam Jangka waktu paling lama 6 {enam) bulan
sejak diterimanya permohonan kelebihan pernbayaran Retribusi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan
keputusan.

(3} Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat {2)
telah dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu
Keputusan, permohonan pengembalian kelehiban Retribusi
dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam
jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan,
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{4) Apabila wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainya,
kelebihan pembayaran Retribust sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi ferlebih
dahulu utang Retribusi tersebut.

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retnbusi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling
lama 2 (dua) bulan tidak diterbitkannya SKRDLB.

(6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi
dilakukan sceara lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Kepala
Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen)
sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Retribusi.

Pasal 24

(1) Permohonan Pengembalian kelebthan pembayaran Retribusi
diajukan secara tertulis kepada Kepala Daerah dengan
sekurang-kurangnya menyebutkan -

a. Nama dan alamat wajib Retribusi,
b. Masa Retnbusi,

¢. Besarnya kelebihan Pembayaran,
d. Alasan yang singkat dan jelas,

{2) Permohonan pengembalian kelebthan pembavaran Reiribusi
disampaikan secara langsung atau melalui Pos tercatat.
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(3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah bukti pengiriman Pos
tercatat merupakan bukti sast Permohonan diterima oleh
- Kepala Daerah.

o Pasal 25

(1) Pengembalian  kelebihan  Retribusi dilakukan  dengan
menerbitkan surat perintzh pembayaran membayar kelebihan
Retribusi.

{2} Apabila kelebihan pembayaran Retribusi diperhitungkan
dengan utang Retribust lainnya, sebagaimana dimaksud dalam
pasal 20 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindah
bukuan dan bukti pcmmdﬂh bukuan juga berlaku scbagar bukti

pembayaran.
: BAB XVIII
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 26

(1) Kepala Daerah dapat membenkan pengurangan, keringanan
dan pembebasan atau penambahan Retribusi.

(2} Pemberian pengurangan, keringanan Retnbusi sebagaimana
dimaksud pada avat (1) dengan memperhatikan kemampuan
waijib Retribusi.

(3) Tata'cara pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribust
> ditetapkan oleh Kepala Daerah.
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BAB XIX
KADALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 27

(1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi, kadaluwarsa setelah
melampaw jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat
terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan
tidak Pidana dibidang retribusi.

(2} Kadaluwarsa penagihan retribusi sebapaimana dimaksud pada
avat (1) tertangguh apabila
a. diterbitkan surat teguran, atau
b. ada pengakuan utang vetribusi dari wajib retribusi baik
langsung maupun tidak langsung,

BAB XX
KETENTUAN PIDANA
Pasal 28
{1} Kewajiban Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban
schingga merugikan keuangan Daerah diancam Pidana
kurungan paling lama 6 (enam} bulan atau denda paling banyak

4 {(empat) kali jumlah Retribusi terutang,

(2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah
pelangearan.



jdih.metrokota.go.id
BAGIAN HUKUM SETDA KOTA METRO 3

ey Pasal 29

Petugas pelaksana yang dengan sengaja melakukan tindakan yang
nyata-nvala merugikan Pemerintah Daerah dan atau masyarakat |
o akan dizmbil tindakan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang
berlaku.

BAB XXI
PFPENYIDIKAN
Pasal 30

(1) Pejabat Pegawai Negri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah
Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik  untuk
melakukan  Penyidikan tindak Pidana dibidang  Retribusi
Daerah.

(2) Wewenang Penyidik scbagaimana dimaksud ayat (1) adalah :

4. menenma, mencari, mengumpulkan  dan  menelit
keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak Pidana
Retribusi Daerah.

b Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai
orang pnibadi atau badan tentang kebenaran perbuatan vang
dilakukan sehubungan dengan tindak Pidana Retribusi
Praerah,

¢ Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi
afau badan, sehubungan dengan tindak Pidana dibidang
Retnbusi Dacrah.
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Memeriksa buku-buku, catatan-catatan vang berkenaan
berkenaan dengan tindak Pidana i bidang Retribusi
Daerah.

Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti
pembukuan, pencatatan serta melakukan penvitaan terhadap
bahan bukti terschut.

Merunta bantuan enaga ahli dalam rangka melaksanakan
tugas penyidikan tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah.

Menyuruh Dberhentt dan atau melarang  meninggalkan
ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang
berlangsung dan memeriksa indentitas orang atau dokumen
vang dibawa sehagaimana dimaksud pada hurufe.

Memotret seseorang vang berkaitan dengan tindak Pidana
Retribusi Daerah.

Memanggil orang untuk  didengar keteraneannva  dan
dipenksa sebagai lersangka atau sakst;

Menghentikan Penvidikan;
Melakukan tindakan lain vang perlu untuk kelancaran

penyidikan tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah
menurut Hukum vang dapat dipertanggung jawabkan.
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BAB XXII
2 KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Dengan berlakunya Peraturan Daerah imi maka segala ketentuan
vang mengatur hal yang sama dan atau bertentangan dengan
Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 32
Pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan diatur dengan’Keputusan
Kepala daerah.
Pasal 33

Peraturan Dacrah ini mulat berlaku pada tangeal divndangkan.

Agar supaya sctiap orang  dapat mengetahuinya
on memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini  dengan
penempatannya dalam Lembaran Dacrah Kota Metro.

Disahkan di Meiro
Pada tanggal 24 Agustus 2000

WALIKOTA METRO,

Cap/Dto
MOZES HERMAN
Irundanskan di Metro
Pada Taneeal 7 Seplember 2000
4 A1 KOTAMETRO
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